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Pengadaan Tanah sangatlah erat kaitanya dengan ganti kerugian, ganti 
kerugian  adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak 
dalam proses pengadaan tanah. Namun, pada kenyataannya pembangunan jalan 
Tol Ruas Pejagan – Pemalang Di Desa Sidakaton ini terdapat banyak masalah 
yang berkaitan dengan pembebasan tanah. 
 Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji Prosedur Pengadaan Tanah 
Untuk Pembanguan Jalan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 414 
K/Pdt/2017. (2) Untuk mengkaji penetapan besaran ganti rugi terhadap Pengadaan 
Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Berdasarkan Undang – Undang No 2 Tahun 
2012. 
 Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan 
yuridis normatif karena mengkaji peraturan perundang-undangan. Adapaun 
metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan seperti membaca, 
menganalisa dan mengutip dari buku-buku literatur. Metode analisis data yang di 
gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualiatif. 
  Hasil dari penelitian ini di harapkan memberikan informasi dan 
pengetahuan kepada masyarakat, mahasiswa, akademisi, praktisi dan semuah 
pihak yang membutuhkan dalam upaya mempelajari hukum positif yang berlaku 
di Indonesia  dalam Pengadaan Tanah Untuk jalan Tol. 





Land acquisition is closely related to compensation, compensation is a 
reasonable and fair compensation to the entitled parties in the land acquisition 
process. However, in reality the construction of the Pejagan - Pemalang Toll 
Road Section in Sidakaton Village has many problems related to land acquisition.  
This study aims: (1) To study the Land Acquisition Procedure for Road 
Development in the Supreme Court Decision Number 414 K / Pdt / 2017. (2) To 
assess the determination of the amount of compensation for land acquisition for 
toll road development based on Law No. 2 of 2012.  
The research conducted research using the normative juridical approach 
because it studied statutory regulations. As for the data collection method by 
means of literature study such as reading, analyzing and quoting from literature 
books.  
This study uses secondary data sources related to the title and subject 
matter. The data analysis method used in this research is qualitative analysis The 
results of this research are expected to provide information and knowledge to the 
public, students, academics, practitioners and all parties in need in an effort to 
study the positive laws that apply in Indonesia in land acquisition for toll roads.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tujuan negara Indonesia
1
 sebagaimana tercantum dalam alinea keempat 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
(UUD 1945) diwujudkan oleh sebuah pemerintahan negara. Pembentukan 
pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara 
yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem 
pengelolaan keuangan negara
2
. Keuangan negara merupakan tonggak utama 
dalam mewujudkan tujuan bernegara Indonesia sehingga keuangan negara 
memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan tugas negara 
yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Negara sebagai pengelola 
keuangan negara harus mampu memaksimalkan setiap sektor keuangan yang 
pada akhirnya semua dilakukan untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya 
melalui sistem yang baik. Jika dilihat lebih lanjut konsep yang dianut oleh 
Indonesia tersebut merupakan konsep negara kesejahteraan (welfare state).  
Konsep negara kesejahteraan ini pada dasarnya menempatkan negara 
dalam setiap aspek kehidupan masyarakat sehingga negara bisa berperan 
langsung dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selain itu 
                                                          
1
 Tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial 
2





juga termasuk bagaimana agar negara menjaga seluruh kekayaannya agar 
dikelola dengan baik. Untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan oleh 
Pembukaan UUD 1945 dan negera kesejahteraan tersebut maka negara 
merasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi 
nasional baik melalui regulasi sektoral maupun kepemilikan negara terhadap 
unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang 
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
3
. Oleh sebab itu negara 
mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelaksanaan peran BUMN 
tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor 
perekonomian seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, 
manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, 
listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi
4
. Salah satu bidang penting 
yang diusahakan oleh BUMN adalah keuangan. Sistem keuangan Indonesia 
pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan 
sistem lembaga keuangan bukan bank
5
.  
Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu 
keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti 
manusia.
6
 Tugas negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus di 
lakukan oleh pemimpin, atau para penguasa yang di pilah secara seksama 
oleh rakyat Negara bukanlah suatu organisasi yang di buat untuk manusia 
                                                          
3
 Indonesia, Undang-undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, Nomor 19 tahun 2003, 
Angka I  
4
 Ibid,. Penjelasan Umum Angka II. 
5
 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 
hlm. 39. 
6
Socrates, “Tujuan Negara”, https://www.liputan6.com/news/read/3867284/tujuan-





demi kepentingan dirinya pribadi, melainkan negara itu suatu susunan yang 
objektif berdasarkan pada sifat hakikat manusia karena itu bertugas untuk 
melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang objektif, termuat 
“keadilan bagi umum” dan tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa 
negara yang saling berganti oranya. 
Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi 
warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat 
perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang 
demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya
7
. 
Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa 
penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan 
(hukum) yang baik yang disebut dengan istilah nomoi”. Kemudian ide 
tentang negara hukum popular pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi 
politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, 
paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab 
pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau 
pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan 
kedaulatan rakyat.  
Kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur 
material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat
8
. 
                                                          
7
 Abdul Aziz hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, 
hlm. 8. 
8
 Ni’matul huda, Negara Hukum dan Demokrasi & Judical Review, Yogyakarta: UII 





Secara etimologis, negara berasal dari Sansekerta, yaitu “Nagari” atau 
“Negara” yang berarti wilayah atau penguasa. Sebuah negara harus memiliki 
beberapa unsur agar bisa disebut sebagai negara. Setiap unsur di dalam 
negara akan saling melengkapi, sehingga tanpa adanya salah satu unsur maka 
suatu negara tidak akan sempurna. Salah satu syarat berdirinya sebuah negara 
antara lain adanya sebuah wilayah. Wilayah merupakan suatu daerah yang 
dikuasai dan ditempati oleh sekelompok manusia, serta menjadi batas 
teritorial suatu kedaulatan. Wilayah ini meliputi tiga bagian yaitu darat, laut 
dan udara. Daratan atau tanah merupakan salah satu unsur yang harus ada dari 
berdirinya suatu negara.  
Tanah adalah bagian dari permukaan bumi, tempat dimana manusia dapat 
lahir, tumbuh, dan berkembang. Karena tanah memiliki arti dan peran penting 
bagi kehidupan masyarakat, karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat 
vital bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidup 
pada tanah
9
. Karena di atas tanah manusia dapat berkembang, baik itu 
perkembangan fisik maupun nonfisik, seperti akal pikiran dan budaya sosial. 
Oleh karena itu, tanah merupakan obyek yang tidak ternilai harganya bagi 
manusia. Sedangkan bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan sebuah 
kekayaan nasional yang sangat besar, yang mana apabila dimanfaatkan 
dengan baik dapat dipakai guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Demikian pentingnya tanah sehingga Jean Jacques Rousseau 
menempatkan aspek pemilikan tanah rakyat sebagai bagian dari teori kontrak 
                                                          
9





sosial (social contract). Dalam menentukan hak atas sebidang tanah, siapa 
penghuni pertama menjadi faktor yang menentukan. Secara hukum, 
kedudukan penghuni pertama diakui sebagai pemilik jika memenuhi berbagai 
persyaratan berikut. Pertama, tidak ada seorang pun yang menempati tanah 
tersebut sebelumnya. Kedua, tanah tersebut dikuasai hanya sekedar untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk komoditas. Ketiga, proses 
pemilikan tidak ditentukan oleh sekadar upacara ritual, melainkan terdapat 
bukti atas pemilikan yang wajib dihormati oleh orang lain
10
. 
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menurut undang-undang 
tersebut yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah “kegiatan 
menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil 
kepada pihak yang berhak”. Dari pengertian tersebut, harus digaris bawahi 
adalah pemerintah disini berkewajiban untuk memberikan ganti rugi yang 
layak dan adil kepada rakyat yang tanahnya akan dibebaskan, supaya tidak 
ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. 
Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan dalam pengadaan tanah, 
negara diwajibkan untuk terus memperbarui undang-undang yang ada 
mengenai pengadaan tanah dan juga ganti kerugiannya. Seiring kemajuan dan 
berkembangnya suatu negara dalam pembangunan, maka masalah yang 
                                                          
10
 Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan, Margaretha Pustaka, 





timbul dari pembangunan tersebut akan semakin komplek. Hal ini 
dikarenakan dalam setiap tahunnya selalu membutuhkan tanah disetiap 
pembangunan. Kebutuhan akan tanah tersebuat seringkali bersumber dari hak 
tanah yang dimiliki oleh rakyat. Untuk itu perlu adanya solusi dalam 
penyelesaian di antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan.   
Hak milik atas tanah itu sendiri, sebenarnya juga memiliki fungsi sosial. 
Dalam Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria menegaskan bahwa, walaupun 
manusia dengan tanah bersifat abadi selaku pemilik tanah tidak berarti 
pemilik tanah, tidak berarti pemilik tanah boleh semena-mena menggunakan 
haknya, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Sehingga dalam 
kontek pengadaan tanah untuk pembangunan sebagai kepentingan umum, hak 
milik atas tanah bisa dicabut justru karena memiliki fungsi sosial. Masalah 
tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah 
yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. 
Tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang 
dirasakan adil bagi semua pihak
11
. 
Melihat dari segala permasalahan yang ada dalam pelaksaan pengadaan 
tanah, maka diperlukan hukum sebagai pengatur pelakasanaan pengadaan 
tanah dan sebagai benteng utama pertahanan agar setiap manusia tidak 
diperlakukan semena-mena
12
. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
                                                          
11
 Maria, S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, 
Kompas Edisi Revisi, Jakarta, 2006, hlm. 19. 
12





Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Karena di dalam pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum dituntut untuk dilakukan secara cepat dan 
transparan, agar pelaksanaan pembangunan tidak terhambat dan para individu 
yang terkena dampak pelepasan hak atas tanah nya dapat segera mendapatkan 
haknya. Untuk itu penting ada nya sebuah pengaturan yang jelas mengenai 
mekanisme dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum. 
Sebenarnya mekanisme penyelenggaraan pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum sudah dijelaskan dan dijabarkan 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Akan tetapi dalam prakteknya 
dilapangan masih banyak terjadi kendala yang menghambat proses pengadaan 
tanah. Kendala yang paling sering dijumpai adalah mengenai pemberian ganti 
kerugian atas pelepasan hak atas tanah yang masih di nilai tidak sesuai 
dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah 
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dan menemukan solusi dari kendala 
yang ada. 
Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian  dan menganalisis lebih dalam mengenai pelaksanaan pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan mengajukan 
skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Pengadaan Tanah Untuk 
Pembangunan Jalan Tol Di Desa Sidakaton Kabupaten Tegal (Putusan 






B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut, maka ada beberapa permasalahan 
yang akan ditekankan pada penelitian ini, yaitu : 
1. Bagaimana penetapan besaran ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk 
pembangunan jalan tol berdasarkan Undang- undang Nomor 2 Tahun 
2012? 
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan 
jalan tol berdasarkan  Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan Tanah dalam Putusan Nomor 414 K/Pdt/2017? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dari penulisan rumusan masalah diatas, yaitu : 
1. Untuk mengkaji penetapan besaran ganti rugi terhadap pengadaan tanah 
untuk pembangunan jalan tol berdasarkan Undang- undang Nomor 2 
Tahun 2012. 
2. Untuk mengkaji prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk 











D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :   
1. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai 
penetapan besaran ganti rugi berdasarkan Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2012. 
2. Penelitian ini di harapkan mampu mendeskripsikan sejauh mana prosedur 
pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol berdasarkan  
Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah dalam Putusan Nomor 414 K/Pdt/2017. 
E. Tinjauan Pustaka 
Permasalahan dalam pembangunan jalan tol ialah tentang peralihan 
fungsi lahan dari tanah milik penduduk beralih untuk kepentingan umum. 
Kendala dalam pengadaan tanah yang disebabkan berbagai tuntutan dari 
masyarakat, baik dari segi harga maupun luas bidang tanah yang terkena 
proyek seringkali memperlambat proses pembangunan. Namun disisi lain 
tuntutan terhadap pembangunan sarana dan fasilitas umum semakin 
mendesak yang membutuhkan tanah sebagai media pelaksanaannya. Hal ini 
pemerintah dalam  pengadaan tanah harus dapat melaksanakan pendekatan 
secara emosional dengan lebih mengedepankan keluhan masyarakat. 
Sehingga pemerintah dengan masyarakat  dan pada akhirnya mau melepaskan 
tanahnya tanpa terjadi konflik. 
Keberadaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 





diharapkan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah, 
karena Undang-undang ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi 
para pihak. Akan tetapi masih terdapat aspek material dalam Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2012 yang berpotensi menimbulkan masalah antara lain 
mengenai prosedur penetapan bentuk dan dasar perhitungan ganti rugi serta 
definisi dan cakupan kepentingan umum.   
Sebagai referensi peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian tentang 
“Kajian Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Desa 
Sidakaton Kabupaten Tegal (Putusan Nomor : 414 K/Pdt/2017)”, akan 
dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, 
diantaranya : 
1. Hardianto Djanggih, 2017 , Jurnal Penelitian Hukum Volume 12 Nomor 2,  
Mengenai Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan rumusan masalah 
Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah 
bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum? Bagaimana 
Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepentingan 
Umum?  
Dilihat dari rumusan masalah penelitian tersebut maka dapat di tarik 
Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah pemerintah daerah secara 
normatif berhak serta berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintah daerah menuntut prinsip-prinsip otonomi daerah, terutama 





kepentingan umum,. Kewenangan yang diberikan kepada setiap pemrintah 
daerah, aplikasinya harus bersinegri dengan program pemerintah 
pemerintah pusat. Jika demikian, eksistensi pemerintah daerah tidak dapat 
di lepaskan dari pemrintah pusat. mKonsep hukum yang demikian, 
dimaksudkan agar pembangunan yang di laksanakan benar benar untuk 
kepentingan rakyat, dan bukan untuk kepentingan politik dari oknum 
pejabat pemrintah daerah yang bersangkutan
13
. 
2. Mohammmad Mulyadi, 2017, Jurnal Hukum Volume 8 Nomor 2, 
mengenai Implentasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Umum Di Jakarta Utara  dengan rumusan masalah Bagaimana 
Interprestasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum? Bagaimana 
Pengorganisasian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum? Dan 
Bagaimana pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum? 
Di lihat dari rumusan masalah penelitian tersebut maka dapat di tarik 
kesimpulan bahwa interprestasi pengadaan tanah di wilayah Jakarta Utara 
belum sepenuhnya di pahami oleh masyarakat yang tanahnya di gunakan 
untuk pembangunan sarana kepentingan umum, hal ini karena pelaksanaan 
oleh P2T sering kali terkendala oleh: 1) kesiapan sumber daya manusia 
dalam pelaksanaan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
belum memadai, karena kurangnya jumlah perangkat kerja dalam 
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pelaksanaan tugas baik di lapangan maupun administrasi pemberkasan 
tanah; 2) Masih kurangnya pengetahuan tentang kebijakan yang berlaku 
dari petugas pelaksana di lapangan dalam hal pendataan tanah, bangunan, 
maupun tanaman, karena proses sosialisasi yang kurang dan tidak 
menyeluruh baik sosialisasi proyek pengadaan tanah, nilai ganti rugi, 
maupun peraturan-peraturan yang menjadi standar pedoman bagi 
masyarakat; 3) pengantian petugas (mutasi pegawai), dalam proses 
mendata dan memeriksa berkas tanah warga maupun maupun berkas 
bangunan warga. Sehingga dalam hal proses pemberkasan tanah yang 
sifatnya tertunda untuk dilaksanakan pembayaran ganti rugi maka pada 
tahun anggaran berikutnya sering tidak berkesinambungan dan dimulai 




Pengorganisasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum di lakukan 
dengan bantuan P2T. P2T bertugas untuk mengadaan penelitian mengenai 
hukum status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau di serahkan 
dan dokumen yang mendukungnya serta melakukan inventarisasi atas 
tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Selanjutnya P2T 
akan menetapkan besaran ganti rugi atas tanah yang haknya akan di 
lepaskan atau di serahkan. 
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Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, di lakukan 
dengan cara: 1) Memberikan penjelasan atau penyuluhan dengan cara 
pemberian informasi secara dua arah dengan masyarakat yang terkena 
lokasi pembangunan; 2) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas 
bidang tanah, banunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan 
dengan tanah yang haknya akan di lepaskan atau diserahkan; 3) 
Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya 
akan di lepaskan atau di serahkan dan dokumen yang mendukungnya; 4) 
Menerima hasil penilaian harga tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-
benda lain yang berkaitan dengan tanah; 5) Mengadakan musyawarah 
dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah 
dalam rangka bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; 6) Menetapkan 
besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan di lepaskan atau di 
serahkan. 
3. Agus Surono, 2017, Jurnal Penelitian Hukum Volume 17 Nomor 4, 
Mengenai Perlidungan Hak Korban Pengadaan Tanah Untuk kepentingan 
Jalan Tol Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban dengan rumusan 
masalah Bagaimana sistem Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 
Pembangunan Jalan Tol dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Menurut 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah? 
Bagaimana Prinsip Kepasttian Hukum dan Keadilan Atas Hak-Hak 
Korban Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol 





Dan bagaimana Perlindungan Hukum dan Keadilan Bagi Korban dalam 
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan 
Tol di Kabupaten Kendal? 
Dilihat dari rumusan masalah penelitian tersebut maka dapat di tarik 
kesimpulan bahwa pertama sistem pengadaan tanah untuk kepentingan 
pembangunan jalan tol sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 
2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah secara subtansi telah memberi 
perlindungan hukum bagi korban, yaitu terutama masyarakat yang berhak 
atas ganti kerugian, namun demikian dalam pelaksanaanya masih terdapat  
berbagai permasalahan. 
Kedua, bahwa hak-hak korban pengadaan tanah untuk pembangunan 
infrastruktur jalan tol secara yuridis telah di berikan jaminan kepastian 
hukum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan 
Tanah, namun demikian dalam kenyataanya masih terdapat berbagai 
kesalahanya administrasi yang sangat merugikan masyarakat terkena 
dampak pembangunan jalan tol. 
Ketiga, bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan 
infrastruktur jalan tol Kabupaten Kendal belum memberikan jaminan 
perlindungan hukum dan keadilan bagi korban. Hal ini dapat di tunjukan 
adanya kesalahan administrasi dalam beberapa proses pengadaan tanah di 





di tunjukan adanya praktek markup yang di lakukan dengan melakukan 
manipulasi data normatif atas luasan tanah terkena objek ganti rugi
15
.   
Perbedaan dalam penelitian dari penulis dengan penelitian sebelumnya 
adalah pada variabel dan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang di 
jadikan pengamatan penulis adalah Gugatan Pengadaan Tanah Untuk 
Pembangunan Jalan Tol Di Desa Sidakaton Kabupaten Tegal. Penelitian 
ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan untuk mendeskrisipkan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam Gugatan Pengadaan Tanah 
Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Desa Sidakaton Kabupaten Tegal dalam 
putusan Nomor 414 K/Pdt/2017 yang kemudian di analisa menggunakan 
metode kualitatif. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) 
yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat 
diperoleh melalui penelusuran dokumen
16
. Penelitian ini termasuk 
penelitian kepustakaan karena data yang digunakan lebih banyak 
menggunakan data sekunder berupa dokumen perundang-undang. 
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2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah 
pendekatan yuridis normatif karena mengkaji hukum tertulis atau hukum 
positif, serta mancakup sistematika dan materi hukum, untuk itu di 
perlukan yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan. Penelitian hukum normatif ini lebih banyak di lakukan 
terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan
17
. 
Jadi pendekatan hukum yuridis normatif yang dimaksudkan di dalam 
penelitian ini, bahwa dalam menganilis permasalahan yang telah 
dirumuskan dilakukan dengan bahan-bahan hukum sekunder maupun 
dengan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan yaitu tentang 
kajian hukum pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di desa 
Sidakaton kabupaten Tegal (Putusan Nomor : 414 K/Pdt/2017). 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data sekunder yaitu data yang di dapat dari sumber kedua, yaitu 
data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan sumber data 
primer, antara lain berwujud buku-buku, jurnal dan majalah, maupun 
catatan pribadi, disertasi atau tesis, dan dokumen resmi.
18
 
Data sekunder dibagi menjadi 2 bahan hukum, yaitu: 
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- Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum 
yang mempunyai kekuatan mengikat, misalnya peraturan 
perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan undang-
undang diantaranya : 
o Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 
o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum; 
- Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berisi penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari hasil-hasil 
penelitian sebelumnya, berupa : 
a) Jurnal-jurnal nasional dan internasional terkait pembangunan 
untuk kepentingan umum; 
b) Jurnal-jurnal terkait penelitian hukum tentang ganti rugi hak 
atas tanah, penetapan ganti rugi hak atas tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum;  






4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan 
dalam setiap penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang lengkap, 
benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode pengumpulan 
data dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :  
a. Studi Pustaka/ Dokumen 
Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data 
yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. 
Pustaka/dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya 
dokumen resmi, dapat juga laporan, catatan kasus dalam pekerjaan 
sosial, dan dokumen lainnya
19
. 
b. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan
20
. 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif. Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses 
penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika 
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hubungan antara fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Dan 
menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara 
berfikir formal dan argumentatif
21
. 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian yang berjudul “Kajian Hukum Gugatan Pengadaan 
Tanah  Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Desa Sidakaton Kabupaten Tegal 
(Putusan Nomor : 414 K/Pdt/2017)”, akan dibuat sistematika yang terdiri dari 
empat bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan susunan 
sebagai berikut :  
Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis 
penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode 
pengumpulan, metode analisis data, dan di lanjutkan dengan 
sistematika penulisan.  
Bab II  Tinjauan Konseptual, yang berisikan landasan teori yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan 
memperhatikan variable penelitian yang termuat dalam judul. 
Bab III   Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis 
membahas Kajian Hukum Gugatan Pengadaan Tanah  Untuk 
Pembangunan Jalan Tol Di Desa Sidakaton Kabupaten Tegal 
(Putusan Nomor : 414 K/Pdt/2017) di uraian melalui data hasil 
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penelitian yang telah di olah, dianalisis dan di tafsirkan, serta 
pembahasan yang menjawab permasalahan skripisi ini. Sehingga 
hasil akhirnya diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 
penelitian selanjutnya. 
Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran, dimana akan ditarik suatu 
kesimpulan dari suatu penelitian yang akan dilakukan dengan 
berlandaskan kepada data dan analisis data yang telah diperoleh 
dengan penelitian, dan juga saran yang berhubungan dengan 


















BAB II  
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Pengertian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum 
Pengertian pengadaan tanah menurut Jhon Salindeho, arti atau istilah 
menyediakan kita mencapai keadaan ada, karena di dalam mengupayakan, 
menyediakan sudah terselip arti mengadaakan atau kedaan ada itu, sedangkan 
dalam mengadaann tentunya kita menemukan atau tepatnya kita menemukan 
atau tepatnya mencapai sesuatu yang tersedia, sebab sudah di adakan, kecuali 
tidak berbuat demikian, jadi kedua istilah tersebut namun nampak berbeda, 
mempuyai arti yang menuju kepada satu pengertian ( monosematic ) yang 




Sedangkan menurut Iman Koeswahyono pengadaan tanah sebagai suatu 
perbuatan hukum yang di lakukan oleh pemerintah untuk mendapat tanah 
bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada si 
punya (baik perorangan atau badan hukum ) tanah menurut tata cara dan 
besaran nominal tertentu
23
. Terdapat berbagai macam pengertian pengadaan 
tanah yang di atur dalam peraturan perundang – undangan. Perubahan 
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pengaturan akan di ikuti pula dengan perubahan pengertian dari lembaga 
pengadaan tanah itu sendiri. 
Istilah pengadaan tanah di pergunakan pertama kali di dalam Keputusan 
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 
pengadaan tanah di definisikan sebagai berikut : 
“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah 
dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah  
tersebut’’ 
Pada tahun 2012 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 
Tahun 2014 Atas perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk kepentingan Umum. Ketentuan Pasal 1 angka 2 
mendefiniskan pengadaan tanah sebagai berikut : 
“Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak’’ 
Beberapa pendapat para sarjana mengenai pengadaan tanah di kutip 






a. Boedi Harsono 
“Perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang 
semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang di perlukan, 
dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainya, 
meliputi musyawarah untuk mencapai kita sepakat antara empunya 
tanah dan pihak yang memerlukan’’ 
b. Guna Negara  
“Proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau 
benda-benda yang ada di atasnya yang di lakukan secara sukarela 
muntuk kepentingan umum’’ 
Bendasarkan definisi-definisi di atas pengadaan tanah terdiri dari 
unsur-unsur sebagai berikut :   
a. Perbuatan hukum berupa pelepasan hak atas tanah menjadi tanah 
negara. 
b. Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum. 
c. Perbuatan hukum di dasarkan pada musyawarah dan kesukarelaan. 
d. Di sertai ganti rugi yang adil dan layak.  
Secara sederhana dapat di artikan bahwa kepentingan umum dapat saja di 
katakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau 







. Pembangunan pertanahan tidak lepas dari pemahaman 
tentang kepentingan umum. Menurut Jhon Salideho belum ada definisi yang 
sudah di kentalkan mengenai pengertian kepentingan umum, namun cara 
sederhana dapat di tarik kesimpulan atau pengertian bahwa kepentingan 
umum saja di katakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang 
banyak atau tujuan sosial yang luas.  
Oleh karena itu rumusan demikian terlalu umum, luas dan tak ada 
batasanya, maka untuk mendapatkan rumusan terhadapnya, kiranya dapat di 
jadikan pegangan sambil menanti pengentalan yakni kepentingan umum 
adalah termasuk Kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama 
dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik psikologis dan 
hankamnas atas dasar azas-azas pembangunan Nasional dengan 
mengindahkan Ketahanan Nasional serta wawasan Nusantara
25
. Sedangkan 
menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 99 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Umum, Kepentingan Umum adalah Kepentingan Bangsa, Negara masyarakat 
yang harus di wujudkan oleh pemerintah dan di gunakan sebersar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat. 
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B. Asas-asas Dalam Pengadaan Tanah Menurut Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2012 
Adapun asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : “Pengadaan Tanah untuk 
kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas : kemanusiaan, keadilan, 
kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatam, keikutsertaan, 
kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan”.  
a. Kemanusiaan 
Yang dimaksud dengan Asas Kemanusiaan ini adalah Pengadaan Tanah 
harus memberikan pelindungan serta penghormatan terhadap hak asasi 
manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk 
Indonesia secara proporsional. 
b. Keadilan  
Yang dimaksud dengan Asas Keadilan adalah memberikan jaminan 
penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses 
Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat 







c. Kemanfaatan  
Yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan adalah hasil Pengadaan Tanah 
mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, 
bangsa, dan negara.  
d. Kepastian  
Yang dimaksud dengan Asas Kepastian adalah memberikan kepastian 
hukum tersedianya tanah dalam proses Pengadaan Tanah untuk 
pembangunan dan memberikan jaminan kepada Pihak yang Berhak untuk 
mendapatkan Ganti Kerugian yang layak.  
e. Keterbukaan  
Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah bahwa Pengadaan Tanah 
untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada 
masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 
Pengadaan Tanah.  
f. Kesepakatan 
Yang dimaksud dengan Asas Kesepakatan adalah bahwa proses 
Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur 







g. Keikutsertaan  
Yang dimaksud dengan Asas Keikutsertaan adalah dukungan dalam 
penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan 
kegiatan pembangunan.  
h. Kesejahteraan  
Yang dimaksud dengan Asas Kesejahteraan adalah bahwa Pengadaan 
Tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi 
kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat secara luas.  
i. Keberlanjutan 
Yang dimaksud dengan Asas Keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan 
dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan.  
j. Keselarasan  
Yang dimaksud dengan Asas Keselarasan adalah bahwa Pengadaan Tanah 
untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan 
masyarakat dan negara.  
Sehubungan mengenai Tim Persiapan Pengadaan Tanah, diatur dalam 
Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Hal-hal penting dalam 





a. Pengertian Tim Persaipan Pengadaan Tanah 
Tim Persiapan Pengadan Tanah adalah tim yang dibentuk oleh gubernur 
untuk membantu gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana 
pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan 
kaonsultasi publik rencana pembangunan.  
b. Susunan Keanggotaan  
Dalam Pasal 49 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, susunan panitia 
pengadaan tanah terdiri dari :  
1. Pejabat yang membidangi urusan Pengadaan tanah di lingkungan 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.  
2. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah.  
3. Pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi 
urusan pertanahan.  
4. Camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah.  
5. Lurah/Kepala Desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah. 
Ketentuan mengenai Panitia Pengadaan Tanah ini tidak berbeda jauh, 
tetapi ada sedikit tambahan mengenai susunan keanggotaan panitia 
pengadaan tanah. Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah terdiri dari 
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 Secara garis besar pengadaan tanah bagi pelaksanan pembangunan 




Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah  
Pendapat Prof. Dr Eman Ramelan, SH, MS. Penetapan lokasi 
pembangunan merupakan starting point bagi instansi yang 
memerlukan tanah untuk memperoleh hak atas tanah melalui 
pemberian ganti kerugian yang diikuti dengan pelepasan hak dan 
permohonan hak. Jadi walaupun sudah ada penetapan lokasi 
pembangunan, hak keperdataan bagi pemegang hak atas tanah masih 
tetap melekat dan harus dihormati. Pengaturan yang demikian akan 
melanggar hak keperdatan pemegang hak tas tanah. Ada dua hal 
penetapan lokasi yang perlu diperhatikan :  
1) Bahwa penetapan lokasi pembangunan bukan merupakan 
pemberian hak pada instansi yang memerlukan tanah. 
2) Perolehan tanah yang dilakukan oleh instansi pemerintah 
bukan melalui pengalihan hak atas tanah, tetapi melalui proses 
pengadaan tanah menurut Pasal 1 angka 2
28
.  
Disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) 
Kota. Bagi daerah yang belum mempunyai RUTRW, pengadaan 




 Makalah Seminar Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 





tanah dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau Kota 
yang telah ada. Penetapan lokasi pengadaan tanah ini dituangkaan 
dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang ditandatangani 
oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah DKI Jakarta.  
Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah  
Pasal 9 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 menyatakan 
Pasal 1 tim persiapan beranggotakan bupati/walikota, satuan kerja 
perangkat daerah provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah, 
dan instansi yang terkait lainnya. Kemudian Pasal 2 untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas tim persiapan tersebut, gubernur membentuk 
sekertariat persiapan pengadaan tanah yang berkedudukan di 
sekertariat daerah provinsi. 
2. Pelaksanaan29 
a. Penyuluhan Dalam penyuluhan ini Panitia Pengadaan Tanah (PPT) 
bersama dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah 
melakukan penyuluhan dengan cara memberikan informasi secara 
dua arah dengan masyarakat yang terkena lokasi pembangunan, 
dengan dipandu oleh : 1 Ketua PPT dan Wakil Ketua PPT dan 
dihadiri oleh anggota PPT dan Pemimpin Instansi Pemerintah 
yang memerlukan tanah.  
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Pelaksanaan inventarisasi dilakukan oleh PPT bersama dengan 
Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan instansi yang 
terkait. Inventarisasi meliputi objek tanah yang terkena 
pengadaan tanah untuk pembangunan, batas-batas tanahnya, 
subjek atau pemilik/pemegang hak atas tanah dan penguasaan 
tanah serta penggunaannya, termasuk bangunan, tanahaman, serta 
benda-benda lain yanag terkait dengan tanah yang akan terkena 
pembangunan. 
c. Pengumuman 
Pengumuman hasil Inventarisasi diperlukan untuk 
memberitahukan dan memberi kesempatan kepada masyarakat 
yang tanahnya terkena kegiatan pembangunan untuk mengajukan 
keberatan atau hasil Inventarisai. Pengumuman dilampiri dengan 
Peta dan daftar yang menguraikan mengenai Subjek (nama 
pemegang/pemilik tanah), luas, status tanah, nomor persil, jenis 
dan luas bangunan, jumlah dan jenis tanaman, benda-benda 
lainnya. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nomor Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bidang tanah serta 
keterangan-keterangan lainnya dan ditandatangani oleh PPT serta 
diumumkan di Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten, Kantor 
Camat, dan Kantor Kelurahan/Desa setempat dalam tenggang 





masyarakat dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan oleh 
PPT dianggap cukup beralasan, Pihak PPT mengadakan 
perubahan, sebagaimana mestinya.  
d. Penilaian  
Panitia Pengadaan Tanah Kebupaten/Kota menunjuk Lembaga 
Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan Bupati/Wali Kota 
untuk menilai harga tanah yang terkena pembangunan untuk 
kepentingan umum. Apabila tidak terdapat Lembaga Penilai 
Harga Tanah, amak penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim 
Penilai Harga Tanah yang terdiri dari :  
1. Instansi bidang bangunan.  
2. Badan Pertanahan Nasional. 
3. Instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.  
4. Ahli/orang yang berpengalaman sebagai penilai harga.  
5. Akademisi yang mampu menilai harga tanah, bangunan, 
tanaman, dan benda terkait dengan tanah.  
6. LSM (bila diperlukan).  
Tim Penilaian Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah 
berdasarkan NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP, 
dan dapat berpedoman pada variable-variabel sebagai berikut :  
1. Lokasi dan letak tanah  
2. Status tanah  





4. Kesesuaian penggunaan tanah dengan RT/RW  
5. Sarana dan prasarana yang tersedia  
6. Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah  
Penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau banda terkait 
dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota 
yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda terkait dengan 
tanah, dengan berpedoman pada standart harga yang telah ditetapkan 
peraturan perundang-undangan.  
Hasil penilaian diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah 
Kabupaten/Kota untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara 
instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik. 
 Dasar Hukum Pengadaan Tanah  
Sebelum berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993, tentang pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum, maka landasan yuridis yang digunakan 
dalam pengadaan tanah adalah Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang 
ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Pelaksanaan 
pengadaan tanah menurut Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 dalam 
pengadaan tanah dikenal istilah pembebasan tanah, yang berarti melepaskan 
hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang atau penguasa atas 
tanah dengan cara memberikan ganti rugi. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 2 
Keppres Nomor 55 Tahun 1993 menyatakan bahwa: “Pelepasan atau 





pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan 
ganti kerugian atas dasar musyawarah”.  
Kemudian untuk musyawarah itu diatur dalam butir ke 5 (lima) yang 
menyatakan bahwa: “Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling 
mendengar, dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang 
didasarkan atas sikap kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan 
pihak yang memerlukan tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai 
bentuk dan besarnya ganti kerugian”.  
Setelah berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993 istilah tersebut 
berubah menjadi pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah. Oleh karena 
itu, segi-segi hukum materiilnya pelaksanaan pelepasan hak atau pelepasan 
hak atas tanah pada dasarnya sama dengan pembebasan tanah, yaitu Hukum 
Perdata.  
Dengan perkataan lain bahwa keabsahan atau ketidak absahan pelepasan 
atau penyerahan hak atas tanah sebagai cara pengadaan tanah ditentukan ada 
tidaknya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berarti sah tidaknya 
perbuatan hukum yang bersangkutan, berlaku antara lain syarat sahnya 
perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata
30
. Perbedaannya hanya 
terdapat pada segi-segi intern administrasinya yaitu pembebasan tanah pada 
umumnya berdasarkan pada Permendagri Nomor 15 Tahun 1975, sedangkan 
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Secara hukum kedudukan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 sama dengan 
Permendagri Nomor 15 Tahun 1975, yaitu sebagai peraturan dalam 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang 
didalamnya mengatur mengenai ketentuan-ketentuan mengenai tata cara 
untuk memperoleh tanah dan pejabat yang berwenang dalam hal tersebut. 
Menurut Boedi Harsono, oleh karena Keppres Nomor 55 Tahun 1993 
merupakan suatu peraturan intern-administrasi, maka tidak mengikat pihak 
yang mempunyai tanah meskirpun ada rumusan yang memberi kesan 
demikian, dan karena bukan undang-undang, maka tidak dapat dipaksakan 
berlakunya pada pihak yang mempunyai tanah.  
Oleh karena tidak dapat dipaksakan, maka sebagai konsekuensi dari 
keputusan administrasi negara yang dimaksud untuk menyelesaikan ketidak 
sediaan pemegang hak atas tanah terhadap besarnya ganti kerugian bukan 
merupakan merupakan keputusan yang bersifat akhir atau final. Hal ini dapat 
dilihat di dalam Pasal 21 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yang menyatakan 
bahwa “apabila upaya penyelesaian yang dit empuh Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat 1 tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah, dan lokasi 
pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain, 
maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 mengajukan usul penyelesaian 
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dengan cara pencabutan hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang 




Selain itu Keppres Nomor 55 Tahun 1993 merupakan penyempurnaan 
dari peraturan sebelumnya yaitu Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 yang 
memiliki kekurangan atau kelemahan khususnya hal-hal yang mengenai 
pihak-pihak yang boleh melakukan pembebasan tanah, dasar perhitungan 
ganti rugi yang didasarkan pada harga dasar, tidak adanya penyelesaian akhir 
apabila terjadi sengketa dalam pembebasan tanah, khususnya mengenai tidak 
tercapainya kesepakatan tentang pemberian ganti rugi.  
Oleh sebab itu kedudukan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 sama dengan 
Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 sebagai dasar hukum formal dalam 
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang pada waktu berlakunya 
Permendagri Nomor 15 tahun 1975 disebut pembebasan tanah. Namun, 
seiring berjalannya waktu Keppres Nomor 55 tahun 1993 kemudian 
digantikan dengan Peraturan baru dengan tujuan mencari jalan untuk 
meminimalisir potensi konflik yang mungkin timbul dalam implementasi 
pengadaan tanah menurut Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
umum dan perubahan pertama Perpres Nomor 40 Tahun 2014 dan perubahan 
kedua Perpres Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan 
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Tanah Bagi Pembangunan Untuk. Kepentingan Umum dan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. 
C. Pelepasan Hak Untuk Kepentingan Umum  
Pelepasan hak atas tanah adalah suatu penyerahan kembali hak itu 
kepada Negara dengan sukarela
33
. Perbuatan ini dapat bertujuan agar tanah 
tersebut diberikan kembali kepada suatu pihak tertentu dengan suatu hak 
tanah baru sesuai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.  
Sedangkan menurut Prof Boedi Harsono, SH, yang dimaksud pelepasan 
hak atas tanah adalah setiap perbuatan yang dimaksud langsung maupun tidak 
langsung melepaskan hubungan hukum yang ada antara pemegang hak atau 




Pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari 
pemegang hak baik mengenai teknis pelaksanaannya maupun bentuk atau 
besar ganti rugi kalau si pemegang hak tidak bersedia melepaskan atau 
menyerahkan tanahnya maka pemerintah melalui musyawarah baik dengan 
instansi terkait serta para pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan 
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pembuatan Jalan Tol untuk kepentingan umum dengan diberikan ganti rugi 
agar tanah tersebut bisa digunakan proyek tersebut. 
Oleh karena itu dalam acara pelepasan hak dilihat dari para pemegang 
hak yaitu melepaskan haknya kepada Negara untuk kepentingan umum atau 
kepentingan bersama diberikan ganti rugi yang layak sesuai dengan harga 
dasar yang ditentukan pada tempat proyek pembangunan tersebut 
dilaksanakan.  
Namun untuk pembebasan hak atas tanah apabila dikaitkan dengan 
kepentingan umum para pemegang hak atas tanah dituntut kesadaran lain 
tidak hanya terdapat pertimbangan harga ganti rugi yang telah diberikan para 
pihak yang memerlukan tanah untuk proyek pembangunan untuk kepentingan 
umum tersebut, karena maksud dan tujuan pelepasanan hak atas tanah 
tersebut sekedar melihat dari pandangan kepentingan individu saja melainkan 
dihubungkan dengan kepentingan umum.  
Maka dari itu dilihat dari sudut pelepasan hak atas tanah adalah 
melepaskan hak dari pemilik kepada para pihak yang memerlukannya dengan 
dasar memberikan ganti rugi hak atas tanah yang diperlukan oleh para pihak 
yang membutuhkan tanah untuk proyek pembangunan untuk kepentingan 
umum.  
Hak tanah tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan 
serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya 





wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan 
itulah yang menjadi kriterium atau tolak pembeda di antara hak-hak 
penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah
35
.  
Dengan adanya Hak Menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu bahwa :  
“Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai 
yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang 
tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
masyarakat”.  
Atas dasar ketentuan tersebut, negara berwenang untuk menentukan hak-
hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan atau diberikan kepada 
perseorangan dan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. 
Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menyatakan 
bahwa : “Atas dasar Hak Menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi 
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta 
badan-badan hukum”.  
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Sedangkan dalam ayat (2) dinyakatan bahwa : “Hak-hak atas tanah yang 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk 
mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air 
serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 
langsung berhubungan dengan penatagunaan tanah itu dalam batas-batas 
menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih 
tinggi“.  
Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka negara menentukan hakhak atas 
tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu :  
a. Hak Milik;  
b. Hak Guna Usaha;  
c. Hak Guna Bangunan;  
d. Hak Pakai;  
e. Hak Sewa;  
f. Hak Membuka Tanah;  
g. Hak Memungut Hasil Hutan;  
h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas 
yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang 
sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 53.  
Hak-hak atas tanah tersebut diatas yang bersifat sementara diatur lebih 
lanjut dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Hak-hak yang 
bersifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 





Tanah Pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan 
dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam 
waktu yang singkat”.  
Seseorang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah, oleh 
UUPA dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri 
secara aktif serta wajib pula memelihara termasuk menambah kesuburan dan 
mencegah kerusakan tanah tersebut. Selain itu, UUPA juga menghendaki 
supaya hak atas tanah yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum tidak 
boleh dipergunakan 43 semata-mata untuk kepentingan pribadi dengan 
sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat umum atau 
dengan kata lain semua hak atas tanah tersebut harus mempunyai fungsi 
sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA yang menyaatakan bahwa 
“semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.  
Pihak yang dapat mempunyai hak atas tanah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) 
UUPA yang menyatakan bahwa : “tiap-tiap warga negara Indonesia, baik 
Laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk 
memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, 
baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.  
Sedangkan yang bukan warga negara Indonesia atau badan hukum asing 
yang mempunyai perwakilan di Indonesia sangat dibatasi, hanya hak pakai 
atau hak sewa saja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 45 





berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua hak atas tanah kecuali 
hak milik yang terbatas pada badan-badan hukum yang ditetapkan oleh 
pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 
ayat (1) huruf b UUPA. Bila melihat pengaturan yang terdapat dalam UUPA 
maka hak-hak tanah terdiri dari : 
Hak Atas Tanah Bersifat Tetap  
Hak atas tanah menurut UUPA diatur dalam Pasal 16 yaitu :  
Hak Milik 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUPA menyebutkan bahwa Hak Milik 
adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang 
atas tanah. Hak milik dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Dapat 
dikatakan bahwa sifat khas dari hak milik adalah turun temurun, terkuat, 
terpenuh. Hak yang tidak ketiga ciri sekaligus bukan merupakan hak milik. 
Bersifat turun temurun artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama 
hidupnya orang yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya 
apabila pemiliknya meninggal dunia. Terkuat menunjukan: 
a. Jangka waktu haknya tidak terbatas  
Jadi berlainan dengan hak guna usaha atau hak guna bangunan yang 
jangka waktunya tertentu.  





1) Hak Milik itu memberikan kewenangan kepada yang empunya 
yang paling luas jika dibandingkan dengan hak lain.  
2) Hak Milik merupakan induk dari hak-hak lain artinya seorang 
pemilik tanah bisa memberikan tanah kepada pihak lain dengan 
hak-hak yang kurang dari pada hak milik.  
3) Hak Milik tidak berinduk kepada hak atas tanah lain, karena hak 
milik adalah hak. 
D. Ganti Rugi Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum  
Istilah ganti rugi atau penggantian kerugian biasanya dipakai dalam 
bidang keperdataan, baik itu mengenai ingkar janji (wanprestasi), 
pelanggaran hukum maupun bidang penggantian pertanggungan kerugian. 
Sehubungan dengan istilah tersebut diatas, maka R Setiawan, S.H. pernah 
mengatakan bahwa ganti rugi dapat berupa penggantian dari pada prestasi, 
tetapi dapat berdiri sendiri disamping prestasi
36
. 
Sedangkan Prof. R. Subekti, S.H. mengatakan: “Bahwa seorang debitur 
telah diperingatkan dengan tegas dan ditagih janjinya, apabila tetap tidak 
melaksanakan prestasinya maka dinyatakan lalai atau alpa dan kepadanya 
diberikan sanksi-sanksi yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan 
resiko”. Demikian juga beliau menyatakan bahwa Undang Undang 
pertanggungan merupakan suatu perjanjian, dimana penanggung menerima 
premi dengan kesanggupan mengganti kerugian keuntungan yang ditangung 
                                                          
36





atau yang mungkin diderita sebagai akibat tertentu
37
. Jadi kalau dilihat dari 
pendapat sebagaimana tersebut bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat 
dinyatakan dengan uang. Dan selanjutnya timbul pertanyaan apa yang 
dimaksud dengan pengertian ganti rugi tersebut, istilah ganti rugi biasanya 
terjadi akibat adanya ingkar janji dan perbuatan melanggar hukum. Dalam 
pemenuhan prestasi kewajiban terletak pada debitur, sehingga apabila debitur 
tidak melaksanakan kewajiban tersebut bukan karena keadaan memaksa, 
maka si debitur dinyatakan lalai. Adapun bentuk dari pada ingkar janji ada 
tiga macam yaitu :  
1. Tidak memenuhi prestasi.  
2. Terlambat memenuhi prestasi.  
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik38.  
Sehubungan dengan dibedakan ingkar janji seperti diatas timbul 
persoalan apakah debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya 
harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam 
hal debitur tidak lagi mampu memenuhi prestasinya, maka debitur tidak 
memenuhi prestasinya sama sekali. Sedangkan jika prestasi debitur masih 
dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan kedalam terlambat 
memenuhi prestasi. Jika debitur memenuhi prestasi secara tidak baik ,ia 
dianggap terlambat memenuhi prestasi jika prestasinya masih dapat 
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diperbaiki dan jika tidak, maka dianggap tidak memenuhi prestasi sama 
sekali. Seorang debitur yang dinyatakan lalai dapat membawa akibat kerugian 
pada dirinya, karena sejak itu si debitur berkewajiban mengganti kerugian 
dikarenakan perbuatannya , sehingga si Kreditur dapat menuntut kepada 
debitur berupa :  
1) Pemenuhan perikatan.  
2) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.  
3) Ganti rugi.  
4) Pembatalan persetujuan timbal balik.  
5) Pembatalan dengan ganti rugi39. 
Di dalam tuntutan ganti rugi karena wanprestasi ketentuan yang dipakai 
adalah Pasal 1365 KUH perdata, pada dasarnya untuk tuntutan karena 
wanprestasi harus dapat dibuktikan dahulu bahwa kreditur telah menderita 
kerugian dan beberapa jumlah kerugian itu. Dalam Pasal 1246 KUH Perdata 
disebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat menentukan tuntutan ganti rugi 
karena wanprestasi yaitu :  
1. Kerugian yang nyata diderita.  
2.  Keuntungan yang harus diperoleh.  
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Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas apabila ganti rugi ditafsirkan 
secara luas yaitu suatu perjanjian atau perikatan yang diadakan antara debitur 
dan kreditur yang mengikat secara hukum dimana salah satu pihak (debitur) 
melakukan kelalaian atau alpa karena sesuatu hal tertentu yang karena 
keadaan memaksa yang menyebabkan pihak lain (kreditur) mengalami 
kerugian dan dengan kejadian itu pihak yang merasa dirugikan dapat 
menuntut pemenuhan prestasinya.  
Pengertian ganti rugi berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014, ganti rugi adalah penggantian 
yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. 
Jadi istilah ganti rugi dimaksud dalam pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum berbeda dengan pengertian ganti rugi sebagai akibat dari ingkar janji 
dan atau akibat suatu perbuatan melanggar hukum. 
Ganti Rugi Hak Atas Tanah 
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum, Pasal 74, bentuk ganti rugi dapat berupa :  
a) Uang.  
b) Tanah pengganti.  





d) Kepemilikan saham, atau  
e) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sedangkan 
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya Kurang 
Dari Satu Hektar menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 59 ayat : 
(1) Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara 
langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi 
pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik.  
(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan 
memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.  
Sebagaimana mana tersebut maka penuliskan menguraikan pendapat 
John Salindeho mengenai pengertian harga dasar dan harga umum setempat 
atas tanah yang terkena pembebasan hak atas tanah
40
. Karena dikatakan harga 
dasar atau NJOP maka harus menjadi dasar untuk menentukan 
hargatanah/uang ganti rugi untuk tanah. Sedangkan harga umum setempat 
diartikan suatu harga tanah yang terdapat secara umum dalam rangka 
transaksi tanah di suatu tempat
41
.  
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Boleh dikata harga umum yaitu setempat atau harga pasaran adalah hasil 
rata-rata harga penjualan pada suatu waktu tertentu, sedangkan tempat berarti 
suatu wilayah/lokasi didalam suatu kabupaten/kota dapat saja bervariasi 
menurut keadaan tanah, harga dasar yang tumbuh dari dan berakar pada harga 
umum setempat, ditinjau harga umum tahun berjalan. Sehubungan dengan hal 
tersebut, maka perlu kiranya dikemukakan pendapat Boedi Harsono : “Bahwa 
hak milik atas tanah yang diperlukan itu dilepaskan oleh pemiliknya setelah 
ia menerima uang ganti kerugian dari pihak yang mengadakan pembebasan, 
ganti rugi tersebut sudah barang tentu sama dengan harga tanah 
sebenarnya”
42
. Jadi jelas bahwa pengertian uang ganti itu sama dengan harga 
tanah.  
Dari uraian menjadi subtansi ganti rugi harus didasarkan diantaranya :  
1. Didasarkan pada produk hukum putusan yang bersifat mengatur.  
2. Ganti rugi baru dapat dibayarkan setelah diperoleh hasil keputusan 
final musyawarah.  
3. Mencakup bidang tanah, bangunan serta tanaman yang dihitung 
berdasarkan tolok- ukur yang telah disepakati.  
4. Wujud ganti rugi: uang dan/atau tanah pengganti dan/atau 
pemukiman kembali, gabungan atau bentuk lain yang disepakati para 
pihak. 
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BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penetapan Besaran Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Untuk 
Pembangunan  Jalan Tol Berdasarkan Undang- undang Nomor 2 Tahun 
2012 
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dimana Pemerintah mewujudkannya melalui cara 
penyelenggaraan pembangunan untuk kepentingan umum. Untuk 
melaksanakan pembangunan tersebut, maka Pemerintah memerlukan tanah 
sebagai media dalam kegiatan proyek yang akan dibangun. Sebagai 
konsekuensinya, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan 
tanah yang diperlukan guna pembangunan tersebut.  
Akan tetapi tanah tidak hanya merupakan kebutuhan utama untuk 
pembangunan, namun juga merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi 
masyarakat, karena sejak lahir sampai meninggal dunia, manusi memerlukan 
tanah untuk hidupnya. Tanah merupakan tempat manusia tinggal, tempat dari 
mana mereka berasal, dan akan kemana mereka pergi. Untuk itu penting bagi 
Pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan memperhatikan aspek-
aspek penting bagi masyarakat dalam pengadaan untuk pembangunannya. 
Terlebih lagi jika tanah tersebut bukan sebatas sebagai tempat berdirinya 






masyarakat tersebut, sebagai contoh lahan sawah dan bangunan toko atau 
ruko-ruko. 
Permasalahan sering muncul dalam pembangunan untuk kepentingan 
umum, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga dalam 
menangani permasalahan ini, perlu mendapat perhatian dan penanganan 
serius serta ekstra hati-hati dari Pemerintah agar tidak menimbulkan kerugian 
bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu Negara berkewajiban untuk terus 
memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah, terkait 
tuntutan kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, dan 
mampu menghormati hak-hak asasi dari pemilik tanah. 
Berdasarkan pertimbangan bahwa, peraturan perundang-undangan 
dibidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang 
ada belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan. 
Dalam menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum 
diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan 
prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil. Maka Pemerintah menetapkan 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 
Tahun 2012 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan 
undang-undang ini, pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat 
dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyediaakan tanah bagi 
pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan bangsa, Negara 






Keberadaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, sebagai payung 
hukum penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum yang diharapkan mampu memberikan keadilan bagi para 
pihak yang berproses dalam pengadaan tanah. Yang selama ini masih belum 
dipenuhi oleh Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan 
Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Jika dilihat tujuan Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 lebih menekankan penyelenggaraan pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan secara cepet, 
transparan dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-
hak yang sah atas tanah.  
Maka aspek keadilan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah sedikit 
terabaikan sepanjang prinsip penghormatan terhadap hak-hak tanah terpenuhi. 
Sedangkan tujuan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 lebih 
menekankan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, 
demokratis dan adil. Sehingga penyelenggaraan pengadaan tanah harus dapat 
memenuhi prinsip kemanusiaan, demokratis dan yang terpenting prinsip 
keadilan bagi pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah. 
Berkenaan dengan prosedur penetapan besaran ganti rugi terhadap 
pengadaan  tanah untuk pembangunan jalan tol berdasarkan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2012. Maka prosedur penetapan besaran ganti rugi terhadap 
pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol memang lebih jelas, 





Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 65 Tahun 2006. Yang sebelumnya menjadi dasar bagi 
penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum.         
Disamping itu, dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, di sebutkan 
dengan jelas jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah pada setiap tahapan. 
Baik tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, sampai 
dengan hasil. Sehingga penyelenggaraan pengadaan tanah dapat di 
perhitungkan waktu pelaksanaan dan setiap tahapan pelaksanaan pengadaan 
tanah, di bentuk tim-tim yang pembagian tugasnya jelas.  
Akan tetapi berkenaan dengan pelaksanaan musyawarah penetapan ganti 
kerugian terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang di atur 
dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, masih terdapat unsur 
ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut dapat di lihat pada Pasal 37 ayat (1) 
menyebutkan : “Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan 
Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga 
Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti 
Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34”. 
Sebelumnya kita lihat dulu pegertian dari Musyawarah, dalam Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak menyebutkan pengertian musyawarah. 





undangan sebelumnya, yang menyatakan “Musyawarah adalah kegiatan yang 
mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima 
pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 
besarnya ganti rugin dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan 
pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang 
mempuyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan 
dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah”. 
Dari pengertian tersebut dapat di katakan bahwa dalam Musyawah, 
terdapat unsur unsur sebagai berikut
43
: 
a. Adanya kesukarelaan dari pihak yang berhak; 
b. Sikap saling menerima pendapat atau keinginan yang di dasarkan atas 
kesukarelaan antara pihak pemegang hak dan pihak yang 
memerlukan tanah; 
c. Musyawarah adalah untuk memperoleh kesepakatan mengenai 
bentuk dan besarnya ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum. 
Jika melihat unsur-unsur tersebut, apakah dapat di katakan musyawah 
yang di maksudkan oleh Undang-undang ini telah memenuhi unsur-unsur 
tersebut, karena musyawah di lakukan oleh Pelaksanaan Pengadaan Tanah 
untuk menetapkan bentuk dan/atau besaran ganti kerugian berdasarkan hasil 
penilaian ganti kerugian yang di lakukan oleh penilai yang di adakan dan di 
tetapkan oleh kepala Pelaksanaan Pengadaan Tanah.  
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Artinya musyawarah di lakukan bukan mencari bentuk dan besaran ganti 
kerugian akan tetapi bentuk dan besaran ganti kerugian telah di tetapkan 
sebelumnya dan musyawarah hanya untuk meminta kesepakataan dari pihak 
yang berhak agar menyetujui bentuk dan besaran ganti kerugian tersebut. 
Dengan demikian pihak yang berhak secara tidak langsung di paksa untuk 
menyetujui bentuk dan nilai ganti kerugian yang telah di buat oleh penilai. 
Padahal musyawah sebenarnya merupakan proses atau kegiatan saling 
mendengar antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang 
memerlukan tanah dengan cara dialog interaktif antara para pihak dengan 
menempatkan kedudukan yang setara atau sederajat. 
Pelaksana pengadaan tanah dalam musyawarah hanya menjadi mediator 
bagi instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Dan hasil 
penialain jasa penilai atau penilai publik hanya merupakan patokan/standar 
yang menjadi acuan bagi instansi yang memerlukan tanah dan pelaksanaan 
pengadaan tanah dalam nelakukan negosiasi dengan pihak yang berhak. 
Jika dalam musyawarah, pihak yang keberatan terhadap besaran ganti 
kerugian yang di buat penilai sebenarnya bisa saja di lakukan kesepakata 
antara pihak yang berhak dan instansi yang memerlukan tanah, sepanjang 
keduanya tidak merasa dirugikan dan menyetujui kesepakatan tersebut, 
seperti yang di atur oleh Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. Akan 
tetapi karena Undang-undang menyebutkan bahwa hasil penilaian besaran 
ganti kerugian menjadi dasar yang disepakati untuk pembayaran. Inilah yang 





kesempatan Pasal 38 disebutkan : Dalam hal terjadi ketidak sepakatan 
mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat 
mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu 
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti 
Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). Pihak yang 
keberatan terhadap petusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat 
mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
Meskipun dalam penilaian yang dilakukan oleh penilai, pelaksana 
pengadaan tanah maupun instansi yang memerlukan tanah tidak terlibat. 
Disamping itu adanya sanksi yang dikenakan bagi penilai sehingga penilai di 
wajibkan untuk melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi 
dalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan : 
(1) Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang 
Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil 
penilaian dari Penilai di sampaikan kepada Lembaga Pertanahan 
untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian 
berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34. 
(2) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang 





Sementara itu dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 di 
sebutkan tentang pemberian ganti kerugian, yaitu : 
Pasal 36 
Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: 
a. uang; 
b. tanah pengganti; 
c. permukiman kembali; 
d. kepemilikan saham; atau 
e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan penetapan 
besaran ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol 
berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ialah melalui proses 
musyawarah yang terlebih dahulu telah dilakukan penilaian oleh Penilai. 
Dimana Lembaga Pertanahan kemudian melakukan musyawarah dengan 
pihak yang berhak atas ganti rugi terhadap pengadaan untuk pembangunan 
jalan tol setelah hasil penilaian dari Penilai di sampaikan. Sehingga Lembaga 
Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian 
berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian.  
B. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol 
Berdasarkan  Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 
Tentang Pengadaan Tanah Dalam Putusan Nomor 414 K/Pdt/2017 
Peralihan fungsi lahan dari tanah milik penduduk beralih untuk 





tersendiri bagi masyarakat. Kendala dalam pengadaan tanah yang disebabkan 
berbagai tuntutan dari masyarakat, baik dari segi harga maupun luas bidang 
tanah yang terkena proyek seringkali memperlambat proses pembangunan. 
Namun disisi lain tuntutan terhadap pembangunan sarana dan fasilitas umum 
semakin mendesak. Dalam hal ini Pemerintah dalam  pengadaan tanah harus 
dapat melaksanakan pendekatan secara emosional dengan lebih 
mengedepankan keluhan masyarakat. Sehingga Pemerintah dengan 
masyarakat  pada akhirnya mau melepaskan tanahnya tanpa terjadi konflik. 
Keberadaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sangat diharapkan bagi 
para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah. Karena Undang-
undang ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi para pihak. Akan 
tetapi masih terdapat aspek material dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2012 yang berpotensi menimbulkan masalah. Potensi masalah tersebut antara 
lain mengenai prosedur penetapan bentuk dan dasar perhitungan ganti rugi 
serta definisi dan cakupan kepentingan umum.   
Sejak Pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Prubahan Atas 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan 
Umum. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 mendefiniskan Pengadaan Tanah 





dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak 
yang berhak’’. 
Adapun asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, “Pengadaan Tanah untuk 
kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas : kemanusiaan, keadilan, 
kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatam, keikutsertaan, 
kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan”. Berikut ini pengertian dari 
asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang meliputi : 
1. Kemanusiaan, yang dimaksud dengan Asas Kemanusiaan ini adalah 
Pengadaan Tanah harus memberikan pelindungan serta 
penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap 
warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 
2. Keadilan, yang dimaksud dengan Asas Keadilan adalah memberikan 
jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam 
proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk 
dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.  
3. Kemanfaatan, yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan adalah hasil 
Pengadaan Tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi 
kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.  
4. Kepastian, yang dimaksud dengan Asas Kepastian adalah 
memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses 





kepada Pihak yang Berhak untuk mendapatkan Ganti Kerugian yang 
layak.  
5. Keterbukaan, yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah 
bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan 
memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi 
yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.  
6. Kesepakatan, yang dimaksud dengan Asas Kesepakatan adalah 
bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para 
pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.  
7. Keikutsertaan, yang dimaksud dengan Asas Keikutsertaan adalah 
dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui 
partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan.  
8. Kesejahteraan, yang dimaksud dengan Asas Kesejahteraan adalah 
bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat memberikan 
nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan 
masyarakat secara luas. 
9. Keberlanjutan, yang dimaksud dengan Asas Keberlanjutan adalah 
kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, 
berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  
10. Keselarasan, yang dimaksud dengan Asas Keselarasan adalah bahwa 
Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan 





Dalam prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan 
Tol Ruas Pejagan – Pemalang berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum ialah : 
a. Identifikasi Para Pihak 
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah 
pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan – Pemalang, anatara lain : 
1. Instansi Yang Memerlukan Tanah  
Instansi yang memerlukan tanah dalam rangka 
pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan – Pemalang adalah 
Kementrian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat, 
Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Bina Teknik PPK 
Jalan Tol Ruas Pejagan – Pemalang, Kementrian Pembangunan 
Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tugas/wewenang 
menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu Presiden 
dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negeri. 
2. Tim Pengadaan Tanah  
Tim Pengadaan Tanah (TPT) dalam pembanguan Jalan Tol 
Ruas Pejagan – Pemalang bertugas untuk membantu pengadaan 
tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di 





Tanah yang di bentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Tegal yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, 
Bagian Tata Pemerintahan Setda Tegal, Dinas Pertanian, Dinas 
Tata Kabupaten dan Perumahan, Kecamatan Dukuhturi dan 
Desa Sidakaton. 
Tim Pengadaan Tanah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu : 
a) Satuan Tugas A, bertugas melaksanakan kegiatan yang bersifat 
fisik, yaitu antara lain: 
1) Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi data 
fisik penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan 
tanah; 
2) Melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, 
meliputi: Pengukuran batas keliling lokasi pengadaan 
tanah, pengukuran bidang perbidang dan batas keliling, dan 
pemetaan bidang perbidang dan keliling bidang tanah. 
b) Satuan Tugas B, bertugas melaksanakan kegiatan yang bersifat 
Yuridis, yaitu antara lain: 
1) Melaksanakan kegiatan investarisasi dan identifikasi data 
pihak yang berhak paling kurang meliputi: Nama, 
Pekerjaan dan alamat pihak yang berhak, Nomor Induk 
kependudukan atau identitas diri lainnya pihak berhak, 





tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, 
Ruang atas ruang bawah tanah. 
2) Melaksanakan kegiatan investarisasi dan identifikasi, 
meliputi : bidang tanah yang sedang menjadi objek perkara 
di pengadilan, yang masih bersengketan kepemilikan, yang 
diletakan sita oleh penjabat yang berwenang, yang menjadi 
jaminan bank, pihak yang berhak tidak diketahui, dan lain-
lain yang dianggap perlu. 
3. Tim Penilai Harga Tanah (Appraisal) 
Tim Penilai Harga Tanah dalam pembangunan Jalan Tol 
Ruas Pejagan – Pemalang di Kabupaten Tegal. Tim Penilai 
Harga Tanah dibentuk oleh Ketua Pelaksanaan Pengadaan 
Tanah. Tim Penilai bertugas melakukan penilai besarnya Ganti 
Kerugian bidang perbidang tanah, meliputi: tanah, ruang atas 
tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang 
berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugiaan lain yang dapat 
dinilai. 
Tim penilai harga tanah melakukan penilai tanah 
berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai 
nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, 
dan dapat berpedoman pada variabel-variabel seperti lokasi dan 
letak tanah, status tanah, perentukan tanah, kesesuaian 





perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada, sarana 
dan prasarana yang tersedia dan faktor lainnya yang 
mempengaruhi harga tanah.  
Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah terdiri dari : 
a) Unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau 
tanaman; 
b) Unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi 
Pertanahan Nasional; 
c) Unsur instansi Pelayanan Pajak Publik dan Bangunan; 
d) Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga 
tanah; 
e) Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau 
tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan 
tanah. 
Dalam proses penilaian, terdapat faktor-faktor pengantian 
kerugiaan yang bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat 
pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan 
serta material yang terdapat didalamnya, tanaman, dan/atau 
benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah (septic tank, 
pompa air/tandon dalam tanah, harta yang dipendam didalam 
tanah) yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih 
baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena 





Faktor-faktor tersebut dapat diasumsikan sebagai berikut : 
a) Biaya pengadaan (penggantian) lahan yang sejenis; 
b) Biaya-biaya yang timbul akibat adanya pengadaan tanah 
tersebut; 
c) Kehilangan pendapat/usaha/hasil panen, selama proses 
pengandaan lahan pengganti; 
d)  Kenaikan biaya kebutuhan hidup, kenaikan harga bahan-
bahan, dan faktor-faktor lainnya. 
Tim Appraisal ini memperhitungkan ganti kerugian dengan 
sangat detail sehingga akan lebih adil untuk setiap warga 
yang terkena dampak. 
4. Warga Terkena Proyek (WTP) di Desa Sidakaton 
Di wilayah Desa Sidakaton RT 003 RW 006 Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal dalam Putusan Nomor : 414 
K/Pdt/2017, luas wilayah yang terkena pengadaan tanah 
pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan – Pemalang merupakan 
tanah dan bangunan sertifikat Nomor 3044, luas tanah 260 m
2
, 
dengan bangunan dua lantai. 
b. Prosedur Pengadaan Tanah 
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Berkaitan 
dengan pelaksaaan Jalan Tol Ruas Pejagan – Pemalang di Desa 





berpedoman pada Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 Jo 
Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015 dan 
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden 
Nomor 40 Tahun 2014 Jo Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 
Jo Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015.  
Tahap Perencanaan  
Pengajuan Proposal  
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama 
instansi terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang 
ditunjuk oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
membuatrencana Pengadaan Tanah yang disampaikan kepada Gubernur.  
TAHAP PERSIAPAN  
1. Pemberitahuan Rencana Pembangunan  
Tim Persiapan melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan 
kepada warga pemilik tanah di Desa Sidakaton Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal. Pemberitahuan rencana pembangunan memuat 
informasi mengenai : 
a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;  
b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;  
c. tahapan rencana Pengadaan Tanah;  
d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;  
e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pembangunan; dan  





Pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan 
disampaikan secara langsung kepada masyarakat yang termasuk 
pada rencana lokasi pembangunan melalui sosialisasi. Hasil dari 
sosialisasi disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi 
pembangunan melalui lurah dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) 
hari kerja sejak Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah diterima 
secara resmi oleh gubernur. 
2. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan  
Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan 
pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan 
Tanah. Pihak yang Berhak meliputi: pemegang hak atas tanah; 
pemegang pengelolaan; nadzir untuk tanah wakaf; pemilik tanah 
bekas milik adat; masyarakat hukum adat; pihak yang menguasai 
tanah negara dengan itikad baik; pemegang dasar penguasaan atas 
tanah; dan/atau pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang 
berkaitan dengan tanah. Penguasaan tanah negara dibuktikan dengan 
alat bukti, berupa: sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka 
waktu haknya; surat sewa-menyewa tanah; surat keputusan penerima 
obyek tanah landreform; surat ijin garapan/membuka tanah; atau 
surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti. Pendataan awal 
lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh Tim Persiapan. Hasil 
pendataan awal lokasi rencana pembangunan dituangkan dalam 





ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan. Daftar sementara lokasi 
rencana pembangunan digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan 
konsultasi Publik rencana pembangunan.  
3. Konsultasi Publik Rencana Pembangunan  
Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana 
pembangunan di Desa sidakaton dengan mengundang Pihak yang 
Berhak dan masyarakat yang terkena dampak, yaitu pada tanggal 23 
Juni 2016. Pemilik/pihak yang berhak atas tanah dihimbau untuk 
membawa fotocopy KTP (Suami Istri), fotocopy KK yang masih 
berlaku, fotocopy Sertipikat/Letter C, dan bukti peralihan tanah (akta 
atau surat jual beli/hibah/keterangan waris, dll) serta SPPT PBB 
Tahun berjalan dan bukti pelunasannya. Tim Persiapan menjelaskan 
mengenai rencana Pengadaan Tanah dalam Konsultasi Publik, yaitu 
antara lain: maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk 
kepentingan umum; tahapan dan waktu proses penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah; peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti 
Kerugian; insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak; 
Obyek yang dinilai Ganti Kerugian; bentuk Ganti Kerugian; dan hak 
dan kewajban Pihak yang Berhak. Pihak yang Berhak dan 
masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan 
kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan terhadap 
lokasi rencana pembangunan. Apabila terdapat warga yang tidak 





dilaksanakan Konsultasi Publik ulang. Konsultasi Publik ulang 
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak tanggal berita acara kesepakatan. Dalam hal Konsultasi 
Publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi 
rencana pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan 
keberatan kepada gubernur melalaui Tim Persiapan. Gubernur 
membentuk Tim Kajian Keberatan untuk melakukan kajian atas 
keberatan lokasi rencana pembagunan  
4. Penetapan Lokasi Pembangunan 
Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh Gubernur. Dalam hal 
diperlukan, Instansi yang memerlukan tanah atas pertimbangan 
Kepala Kantor Wilayah BPN mengajukan permohonan perpanjangan 
waktu Penetapan Lokasi pembangunan kepada gubernur. 
Permohonan perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan disertai :  
a. Keputusan Penetepan Lokasi;  
b. Pertimbangan pengajuan perpanjangan yang berisi alasan 
pengajuan perpanjangan, data Pengadaan Tanah yang telah 
dilaksanakan, dan data sisa tanah yang belum dilaksanakan 
Pengadaan Tanahnya.  
5. Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan  
Gubernur bersama Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat sebagai instansi yang memerlukan tanah mengumumkan 





berdasarkan pengumuman Nomor BA.53.1/Tol PP/VI/2016 tanggal 
20 Juli 2016. Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan, 
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkan 
Penetapan Lokasi pembangunan. Pengumuman Penetapan Lokasi 
pembangunan melalui media elektronik dilaksanakan melalui laman 
(website) pemerintah propinsi, pemerintah kota dan Kementrian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
6. Pendelegasian persiapan Pengadaan tanah  
Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan 
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum 
kepada walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas, 
kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya.   
TAHAP PELAKSANAAN  
7. Inventarisasi dan Identifikasi  
Setelah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan penyiapan 
pelaksanaan, selanjutnya Pelaksana Pengadaan Tanah bersama 
Satgas melakukan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak melalui 
lurah. Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi 
data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 
tanah melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang 
tanah yang dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B. Hasil inventarisasi 
dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan objek Pengadaan Tanah 





ditandatangani oleh Ketua satuan tugas. Peta Bidang tanah dan daftar 
nominatif diumumkan di desa sidakaton , kecamatan dukuhturi , dan 
lokasi pembangunan.  
8. Penetapan Nilai  
Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua 
Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai 
atau penilai publik. Tim Appraisal atau Penilai Publik diadakan dan 
ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Nilai ganti 
kerugian merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah.  
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, besarnya ganti kerugian 
atas tanah/bangunan/tanaman berbeda berdasar kualitas dan kondisi 
masing-masing obyek. Kisaran harga tanah antara daerah satu 
berbeda dengan yang lain tergantung dari wilayah obyek tanah. 
Berikut merupakan kisaran harga tanah berdasarkan wilayah tanah di 
Desa Sidakaton Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
Penilaian ganti rugi bangunan sangat detail. Hal ini merupakan 
wewenang Dinas Tata Kota dan Perumahan. Pengelompokan dan 
penilaian ganti rugi mulai dari tipe/jenis bangunan (garasi/ cor/ dll), 
status tanah (Hak Milik/ Letter D), hingga tahun renovasi bangunan. 
Selain itu juga material yang terdapat dalam bangunan (kayu, ubin, 
langit-langit, dll), material yang barkaitan dengan tanah (Pompa air, 
sumur, tandon dalam tanah, septic tank), adanya saluran 





besar kecilnya ukuran tanaman juga membedakan nilai ganti rugi 
tanaman. Dalam hal ini, Dinas Pertanianlah yang berperan dalam 
pengukuran tanaman dan pengelompokan jenis tanaman.  
9. Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian  
Musyawarah dilaksanakan untuk menetapkan besarnya ganti rugi 
yang akan diberikan oleh Tim Pengadaan Tanah kepada warga yang 
terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ruas 
Pejagan – Pemalang sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah yang 
tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Menteri ATR/ 
Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 71 
Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Jo 
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Jo Peraturan Presiden 
Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
Pelaksanaan musyawarah dapat dibagi dalam beberapa kelompok 
dengan mempertimbangkan jumlah Pihak yang Berhak, waktu dan 
tempat pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian. 
Mengenai bentuk ganti kerugian, hampir 100% warga pemilik tanah 
meminta ganti kerugian dalam bentuk uang yang akan diberikan 
melalui nomor rekening pemilik tanah. Sebagian besar warga 
pemilik tanah setuju besar ganti kerugian. Hanya beberapa saja yang 





Sementara bagi warga yang belum setuju dengan harga yang 
ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah, maka dilakukan 
pendekatan-pendekatan secara personal kepada pemilik tanah, 
sehingga tercapai kata sepakat diantara kedua belah pihak. Seperti 
yang terjadi di desa sidakaton , terdapat beberapa masalah mengenai 
ketidaksetujuan atas nilai ganti kerugian yang diberikan, yaitu antara 
lain :  
a. Warga yang tidak setuju dengan harga yang telah ditetapkan 
karena dinilai besaran ganti kerugian tidak dapat dibelikan tanah 
kembali. Langkah yang diambil oleh pihak Kelurahan adalah 
dengan memberikan pemahaman bahwa besaran ganti kerugian 
tersebut dapat dibelikan tanah di tempat lain yang lebih 
terjangkau.  
b. Warga yang tidak setuju dengan harga yang telah ditetapkan 
karena dinilai kurang tinggi. Langkah yang diambil oleh Pihak 
Pemerintah adalah dengan memberikan kesempatan kepada 
warga pemilik tanah untuk mengajukan keberatan atas nilai ganti 
kerugian dengan diberikan batasan waktu. Selain itu, pihak 
Kelurahan juga memberikan pemahaman bahwa apabila sampai 
batas waktu warga belum sepakat, maka akan dilimpahkan ke 







10. Pemberian Ganti Kerugian  
Pemberian ganti kerugian dilaksanakan setelah dilaksanakan 
musyawarah penetapan besarnya ganti rugi. Bagi warga yang setuju 
dengan harga yang ditentukan oleh panitia, maka akan dibuatkan 
buku tabungan oleh panitia pengadaan tanah. Dimana dengan buku 
tabungan tersebut maka uang ganti rugi akan langsung di transfer 
oleh panitia pengadaan tanah kepada masyarakat yang tanahnya 
terkena pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan – Pemalang melalui 
rekening tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kecurang-
kecurangan oknum yang tidak bertanggung jawab yang nantinya 
akan merugikan masyarakat tersebut. Bentuk Ganti Kerugian baik 
berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk Ganti 
Kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang 
nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh TimPenilai. 
Kemudian dilaksanakan Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah. 
Proses ini dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak kepada negara di 
hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat. Dalam pelaksanaan 
Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah, Pelaksana Pengadaan Tanah 
diwajibkan :  
a. menyiapkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas 
tanah atau penyerahan tanah dan atau bangunan dan/atau 





b. menarik bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan 
Tanah dari Pihak yang Berhak;  
c. memberikan tanda terima pelepasan; dan  
d. membubuhi tanggal, paraf, dan cap pada sertipikat dan buku 
tanah bukti kepemilikan yang sudah dilepaskan kepada negara.  
Dalam pelaksanaan pelepasan hak penerima Ganti Kerugian, 
pemilik tanah wajib :  
a. menandatangani surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas 
tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau 
tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;  
b. menandatangani berita acara Pelepasan Hak;  
c. menyerahkan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan Objek 
Pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah 
melalui Pelaksana Pengadaan Tanah; dan  
d. menyerahkan salinan/fotokopi identitas diri atau 
identitaskuasanya. Setelah dilaksanakan pembayaran ganti 
kerugian, tanah dikuasai Instansi BPN. Ketua Pelaksana 
Pengadaan Tanah membuat berita acara Pelepasan hak Objek 
Pengadaan Tanah.  
11. Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak yang Berhak 
Dengan Objek Pengadaan Tanah  
Objek Pengadaan Tanah yang telah diberikan Ganti Kerugian 





telah dilaksanakan Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah, hubungan 
hukum antara Pihak yang Berhak dan tanahnya hapus demi hukum. 
Pada tahap ini, tidak terdapat proses pelepasan hak objek pengadaan 
tanah Pengadilan Negeri Tegal di Slawi, dikarenakan semua warga 
pemilik tanah setuju dengan harga yang telah ditetapkan oleh Tim 
Pengadaan Tanah. 
TAHAP PENYERAHAN HASIL  
1. Berita Acara Penyerahan  
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil Pengadaan 
Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah disertai data berupa 
bidang tanah dan dokumen Pengadaan Tanah. Penyerahan hasil 
Pengadaan Tanah dilakukan dengan berita acara untuk selanjutnya 
dipergunakan oleh Instansi yang memerlukan tanah guna 
pendaftaran/pensertipikatan. Pendaftaran/pensertipikatan wajib 
dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah.  
2. Pelaksanaan Pembangunan  
Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan 
pembangunan setelah dilakukan penyerahan hasil Pengadaan Tanah 
oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah serta PT. Waskita Karya 
Sumber Dana Pengadaan Tanah  
Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah, 





Rakyat (PUPR), dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan Pengadaan 
Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan – Pemalang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 
dana investor dari swasta yaitu PT. Waskita Karya. 
Berdasarkan data BPN Kota Tegal, pengadaan tanah untuk 
pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan – Pemalang di Tegal , jumlah dana 
yang dikeluarkan dalam proses pengadaan tanah di Desa Sidakaton  RT 
003 RW 006 adalah sebesar Rp 1.529.809.000,00. Alokasi dana untuk 
penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dari biaya Ganti Kerugian, 
biaya operasional, dan biaya pendukung untuk kegiatan perencanaan; 
persiapan; pelaksanaan; penyerahan hasil; administrasi dan pengelolaan; 
dan sosialisasi. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur 
pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ruas 
Pejagan – Pemalang berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 
2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum dalam Putusan Nomor 414 K/Pdt/2017 sudah 
menggunakan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga 
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. 
Sanawi Bin Cakiwan, dan menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat 





















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 
peneliti, maka kesimpulannya yaitu : 
1. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, pengaturan prosedur 
penetapan besaran ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk 
pembangunan jalan tol lebih jelas dibandingkan prosedur penetapan 
ganti rugi terhadap pengadaan tanah yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan sebelumnya. Disamping itu juga diatur dengan 
jelas mengenai jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah pada 
setiap tahapan, baik tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan 
pelaksanan, sampai dengan penyerahan hasil. Dalam pelaksanaan 
musyawarah penetapan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 37 
ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 terdapat unsur 
ketidakadilan karena musyawarah dilakukan oleh Pelaksana 
Pengadaan tanah untuk menetapkan bentuk dan/atau besaran ganti 
kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian yang dilakukan 
oleh penilai yang diadakan oleh kepala Pelaksana Pengadaan Tanah. 
2. Proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam 






Pemalang di Desa Sidakaton dilaksanakan dengan berlandaskan 
Undang -undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang didukung 
dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, selajutnya dalam petunjuk teknis pelaksanaan 
pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 
2012. Pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan – 
Pemalang di Desa Sidakaton telah berhasil di laksanakan karena 
selalu mengedepankan asas kesepakatan, kemanfaatan,keadialan, 
kepastian, keterbukaan,pastisipasi, kesteraan dan meminimalisir 
dampak pengadaan tanah. Rute jalan tol yang di tetapkan dalam 
persetujuan penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan – 
Pemalang di Desa Sidakaton sesuai Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 26 Tahun 2008, Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 2010 Tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2009-2029 berupa jalan bebas hambatan dengan 
mengembangkan jalan bebas hambatan. 
B. Saran  
Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti dapat memberikan saran-






1. Dalam prosedur penetapan besaran ganti rugi terhadap pengadaan 
tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Desa Sidakaton kabupaten 
Tegal, pemerintah selaku pembuat kebijakan seharusnya lebih 
memperhatikan mengenai ganti rugi yang lebih sesuai. Dengan 
penetapan ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan 
Penilai yang diadakan oleh kepala pelaksana pengadaan tanah 
kabupaten Tegal akan mengalami kesulitan dalam pengadaan tanah, 
apalagi tanah yang dicari adalah tanah yang mudah diakses. 
Sebaiknya pemerintah menentukan harga tanah dengan melihat 
NJOP, sehingga harga tanah akan disesuaikan dengan lokasi dan 
kondisi tanah 
2. Agar dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan 
tol dapat benar-benar mampu mewujudkan keseimbangan antara 
kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan maka dalam 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan 
tanah harus diatur mengenai ukuran atau parameter yang wajib 
menjadi pertimbangan sebelum diputuskannya kebijaksanaan yang 
hendak diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk 
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